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T SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai kewajiban pemerintah
sebagai pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil dan
penerima pensiun untuk membayar dan menyetor iuran
program jaminan kesehatan yang menjadi tanggung
jawabnya, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2011 tentang Badan Peneyelenggara Jaminan
Sosial dan peraturan pelaksananya;

b. bahwa dalam rangka mensinkronisasi pengaturan
mengenai penyelenggaraan jaminan Kkesehatan bagi
pegawai negeri sipil dan penerima pensiun sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial, perlu mencabut
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang
Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan
Asuransi Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan
Penerima Pensiun;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .
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2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi
dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi
Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4294), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal
1 Januari 2014.

Agar . ..
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 242

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Asisten Deputi Perundang-undangan
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003
TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM
PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

UMUM

Penyelenggaraan jaminan kesehatan secara nasional diamanatkan
dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional. Jaminan kesehatan merupakan salah satu jenis
program jaminan sosial. Dalam rangka membentuk Sistem Jaminan Sosial
Nasional perlu pengaturan yang terpadu dalam penyelenggaraan jaminan
kesehatan.

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Peneyelenggara Jaminan Sosial mengatur bahwa pemberi kerja wajib
membayar dan menyetor iuran jaminan kesehatan yang menjadi tanggung
jawabnya kepada Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial. Pemerintah yang
merupakan pemberi kerja bagi pegawai negeri sipil, membayar iuran yang
menjadi tanggung jawabnya tersebut. Adapun besaran dan tata cara
pembayaran iuran program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.

Selain membayar iuran program jaminan kesehatan pegawai negeri
sipil yang menjadi tanggungannya sebagaimana dimaksud, pemerintah
turut pula membayar iuran program jaminan kesehatan bagi penerima
pensiun yang meliputi pegawai negeri sipil yang berhenti dengan hak
pensiun, anggota TNI/Polri yang berhenti dengan hak pensiun, pejabat
negara yang berhenti dengan hak pensiun, dan janda, duda, anak yatim
piatu dari penerima pensiun pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, dan
pejabat negara yang mendapat hak pensiun.

Dengan . ..
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Dengan diaturnya ketentuan mengenai subsidi dan iuran program
jaminan kesehatan bagi pegawai negeri sipil dan penerima pensiun yang
dibayar pemerintah dalam Peraturan Presiden, sebagaimana ketentuan
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Peneyelenggara
Jaminan Sosial maka Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003
tentang Subsidi dan luran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi
Kesehatan Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun perlu dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Il. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5485



